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Abstract: Transnational crime is increasingly widespread in the era of globalization, presenting new challenges
in protecting human rights (HAM). This article discusses the need to build a strong wall of human rights
protection to combat transnational crime. Transnational crimes such as human trafficking, drug trafficking and
terrorism have grown rapidly in the era of globalization. These crimes not only harm the affected countries, but
also threaten the human rights of the victims. Transnational crime presents several challenges in protecting
human rights. First, its cross-border nature makes law enforcement complicated. Second, the victims of these
crimes are often intimidated and do not have access to justice. Third, the lack of international cooperation in
fighting transnational crime. To overcome these challenges, it is necessary to build a strong human rights
protection wall. Building a wall to protect human rights is a common task for all countries in the world. With
strong cooperation and commitment, we can combat transnational crime and protect the human rights of
victims.
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Abstrak: Kejahatan lintas negara semakin marak di era globalisasi, menghadirkan tantangan baru dalam
melindungi hak asasi manusia (HAM). Artikel ini membahas tentang perlunya membangun tembok
perlindungan HAM yang kokoh untuk memerangi kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara seperti
perdagangan manusia, peredaran narkoba, dan terorisme telah berkembang pesat di era globalisasi. Kejahatan
ini tidak hanya merugikan negara-negara yang terkena dampaknya, tetapi juga mengancam HAM para korban.
Kejahatan lintas negara menghadirkan beberapa tantangan dalam melindungi HAM. Pertama, sifatnya yang
lintas batas negara membuat penegakan hukum menjadi rumit. Kedua, para korban kejahatan ini sering kali
terintimidasi dan tidak memiliki akses ke keadilan. Ketiga, kurangnya kerjasama internasional dalam
memerangi kejahatan lintas negara. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perlu dibangun tembok
perlindungan HAM yang kokoh. Membangun tembok perlindungan HAM adalah tugas bersama semua negara
di dunia. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, kita dapat memerangi kejahatan lintas negara dan
melindungi HAM para korban.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kejahatan Lintas Negara, Perlindungan, Pencegahan, Kerjasama
Internasional.

LATAR BELAKANG

Di era globalisasi yang ditandai dengan semakin cepat dan mudahnya arus informasi,
manusia, barang dan modal lintas batas negara, kejahatan lintas batas negara juga meningkat
secara signifikan. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian langsung pada
negara-negara yang menjadi korban, seperti kerugian ekonomi dan ketidakstabilan ketertiban
umum, namun juga mempunyai dampak yang luas dan kompleks terhadap hak asasi manusia
individu dan masyarakat yang rentan secara sosial. Gerakan tentang Hak Asasi Manusia
(HAM) menjadi salah satu aspek penting dalam globalisasi politik. Globalisasi ini semakin

memperkuat dukungan terhadap nilai-nilai dasar HAM yang memiliki cakupan universal

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 28; 2024, Published: Oktober 31, 2024
* Nabila Riani, nabilariani2810@gmail.com




Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia
Di Era Kejahatan Lintas Negara

(Perbawati, 2015). Hak-hak asasi manusia merupakan manifestasi dari prinsip Kemanusiaan
yang adil dan beradab. Hak-hak asasi manusia sangat dihormati dan diangkat tinggi oleh
nilai-nilai Pancasila, terutama nilai sila kedua yang menggarisbawahi pentingnya sikap
toleransi dan saling menghormati sebagai budaya yang berkembang dalam kehidupan
masyarakat Indonesia (Lestari & Arifin, 2019).

Mengamankan hak asasi manusia merupakan salah satu karakteristik utama dari
negara yang berdasarkan hukum dan demokratis. Setiap individu, sejak lahir, memiliki hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang inheren dan bebas (Aprita & Hasyim, 2020).
Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara dipengaruhi oleh latar
belakang sejarah yang berbeda sesuai dengan perjalanan hidup masing-masing bangsa.
Namun demikian, sifat dan esensi HAM di seluruh dunia adalah sama (universal), karena
semua manusia pada dasarnya diciptakan setara, tanpa memandang jenis kelamin, agama,
suku, ras, bangsa, status sosial, atau ideologi yang mereka anut (Arifin, 2019). Secara khusus,
kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, perbudakan modern, penyelundupan
narkoba, terorisme dan kejahatan dunia maya sering kali melibatkan eksploitasi korban dan
pelanggaran hak asasi manusia yang serius.. Misalnya, korban perdagangan manusia dipaksa
bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, mengalami kekerasan fisik dan seksual, dan
bahkan kebebasannya dirampas. Dampak kejahatan lintas negara terhadap hak asasi manusia
tidak terbatas pada individu, namun juga dapat mempunyai implikasi yang luas terhadap hak-
hak masyarakat adat, perempuan dan anak-anak. Masyarakat adat seringkali menjadi sasaran
perampasan tanah dan sumber daya alam oleh penjahat lintas negara. Perempuan dan anak-
anak berisiko menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi seksual, dan kekerasan.

Mengingat situasi yang memprihatinkan ini, membangun tembok kokoh untuk
melindungi hak asasi manusia di era kejahatan lintas negara memerlukan upaya kolektif dan
komprehensif dari berbagai pihak. Upaya-upaya ini harus mencakup kerja sama antar negara,
organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Membangun tembok
untuk melindungi hak asasi manusia di era kejahatan transnasional merupakan tantangan
yang sulit, namun bukan tidak mungkin. Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, kita
dapat membangun dunia yang lebih aman dan adil bagi semua orang, di mana hak asasi

manusia dihormati dan dilindungi.
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KAJIAN TEORITIS
Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) bersifat universal dan tidak terpisahkan. Setiap manusia
berhak atas hak-hak dasar dan kebebasan fundamental, tanpa diskriminasi. Negara memiliki
kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM semua orang di
wilayahnya. (UNODC).
Teori Penegakan Hukum dan Kerjasama Internasional

Penegakan hukum yang efektif merupakan kunci dalam memerangi kejahatan lintas
negara. Hal ini membutuhkan kerjasama antar negara dalam hal pertukaran informasi,
koordinasi penegakan hukum, dan ekstradisi pelaku kejahatan. Organisasi internasional
seperti PBB, Interpol, dan ASEAN memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama
antar negara dalam memerangi kejahatan lintas negara dan melindungi HAM. Kerjasama
antar lembaga penegak hukum, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil
diperlukan untuk membangun sistem yang komprehensif dan efektif dalam memerangi
kejahatan lintas negara dan melindungi HAM. (Kant, 1785).
Teori Edukasi dan Kesadaran Publik

Edukasi dan kesadaran publik tentang HAM dan bahaya kejahatan lintas negara
sangat penting untuk mencegah kejahatan dan melindungi hak-hak korban. Strategi edukasi
dan kesadaran publik dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye publik,
program edukasi di sekolah, dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas
perlindungan korban. Media massa dan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk
menyebarkan informasi tentang HAM dan kejahatan lintas negara. (McCombs & Shaw,
1972).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur.
Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis untuk memahami secara
mendalam kompleksitas permasalahan HAM dan kejahatan lintas negara, serta
mengeksplorasi berbagai perspektif dan sudut pandang dari berbagai sumber. Data penelitian
dikumpulkan melalui studi literatur dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti

buku dan jurnal.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Upaya Membangun Tembok
Perlindungan HAM di Era Globalisasi.

Dalam dunia yang semakin terhubung dan saling terkait ini, Perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM) menjadi isu yang sangat penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang
adil dan beradab. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak
Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai berikut: "Hak Asasi Manusia adalah
sekumpulan hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan pemberian-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan
serta melindungi martabat manusia” (Marzuki, 2017). Menjamin dan menegakkan hak asasi
manusia merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh semua pihak, baik itu negara
maupun warga negara. Saat membicarakan tentang hak asasi manusia, Kita tidak hanya
berfokus pada hak-hak itu sendiri, tetapi juga pada kewajiban-kewajiban yang terkait, seperti
saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain (Nurdin & Athahira,
2022). Setiap individu dianugerahi Hak Asasi Manusia (HAM) yang tak terpisahkan dari
keberadaannya. Hak-hak ini bagaikan harta karun yang tak boleh direnggut atau diganggu
oleh siapapun, karena setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Oleh karena itu,
Undang-Undang hadir sebagai penjaga HAM, merumuskan peraturan-peraturan yang
memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut. Aturan-aturan ini menjadi kompas yang
menuntun kita dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap individu
dapat berkembang dan hidup sejahtera (Prayoga et al., 2021).

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap manusia berhak memiliki hak tersebut,
disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan, juga terdapat kewajiban yang
harus dipahami dan dilaksanakan. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya hak yang
dimiliki oleh seseorang menandakan bahwa ia memiliki suatu keistimewaan yang
memungkinkan dirinya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya
tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan kesadaran yang lebih baik terhadap hak
asasi manusia dan kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan. Penerapan Hak Asasi
Manusia dapat terjadi apabila seseorang telah menjalankan tanggung jawab dasar sebagai
manusia. Hak orang lain mengindikasikan bahwa kebebasan dasar orang lain harus
membatasi kebebasan dasar seseorang. (Akmal, 2015).

Sayangnya, makna hukum seringkali disempitkan dan disalahartikan. Hukum
dipahami hanya sebagai alat politik praktis penguasa atau kelompok tertentu untuk
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memaksakan kehendak mereka dalam pembuatan hukum. Hal ini berakibat pada legislasi
yang bias dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Penting untuk
diingat bahwa hukum bukan hanya tentang undang-undang yang sah secara formal, tetapi
juga harus memiliki landasan hukum sosiologis, filosofis, dan moral. Hukum yang baik
haruslah sejalan dengan keadilan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, dan relevan
dengan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Hukum yang ideal adalah hukum yang
mampu membawa keadilan bagi semua orang. Tanpa keadilan, hukum hanyalah alat
penindasan yang tidak memiliki makna. Oleh karena itu, penting untuk memperluas
pemahaman tentang politik hukum dan memastikan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan
dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Masyarakat harus berperan aktif
dalam mengawasi dan mengkritisi proses pembuatan dan penegakan hukum. Hanya dengan
partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, kita dapat mewujudkan hukum yang benar-
benar adil dan berpihak kepada rakyat (llmih, 2018).

Di balik gemerlap kemajuan teknologi dan keterhubungan antar bangsa, terdapat
berbagai hambatan dan tantangan yang menghadang bagaikan tembok kokoh. Salah satu
hambatan utama adalah ketidaksetaraan global. Era globalisasi menghadirkan berbagai
kemajuan, namun juga memunculkan hambatan dalam penegakan HAM. Ketidaksetaraan
global menjadi salah satu tantangan utama, di mana negara maju mendominasi dan negara
berkembang terpinggirkan. Hal ini menciptakan dilema, di mana negara kuat enggan
menegakkan HAM di negara lain demi kepentingan mereka. Ketidaksetaraan ini diperparah
dengan munculnya aktor non-negara seperti perusahaan multinasional dan organisasi non-
pemerintah. Meskipun memiliki potensi positif, akuntabilitas dan komitmen mereka terhadap
HAM masih diragukan. Kurangnya regulasi dan penegakan hukum memungkinkan mereka
untuk mengeksploitasi dan melanggar HAM. Mengatasi hambatan ini membutuhkan
komitmen global. Negara-negara maju perlu menunjukkan kepemimpinan dalam
menegakkan HAM, dan negara berkembang perlu bersatu untuk memperjuangkan hak-hak
mereka. Regulasi yang lebih kuat dan akuntabilitas yang jelas bagi aktor non-negara juga
diperlukan. Hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama, HAM dapat ditegakkan secara
universal.

Kemajuan teknologi pun membawa tantangan baru dalam perlindungan HAM.
Kebebasan berekspresi di dunia digital, misalnya, dapat disalahgunakan untuk menyebarkan
ujaran kebencian dan informasi palsu. Hal ini membutuhkan regulasi dan adaptasi mekanisme
penegakan HAM yang tepat. Penyebaran Informasi Tidak Akurat (Misinformasi): Kemajuan

teknologi digital memungkinkan penyebaran informasi yang tidak akurat atau palsu dengan
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lebih mudah, yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi individu dan memengaruhi
pandangan masyarakat secara keseluruhan (Ginanjar et al., 2022). Kemajuan teknologi
bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, teknologi membuka peluang baru untuk akses
informasi, komunikasi, dan edukasi. Di sisi lain, teknologi juga menghadirkan tantangan baru
dalam perlindungan HAM. Kebebasan berekspresi di dunia digital, misalnya, bagaikan
pedang bermata dua. Di satu sisi, internet menjadi wadah bagi orang-orang untuk
menyuarakan pendapat dan idenya, tanpa dibatasi oleh batas-batas geografis. Di sisi lain,
anonimitas di dunia digital membuka celah bagi penyalahgunaan kebebasan berekspresi,
seperti penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu, dan propaganda. Ujaran kebencian
bagaikan racun yang menjangkiti dunia digital. Kata-kata penuh kebencian dan diskriminasi
dibagikan secara luas, memicu permusuhan, dan memecah belah masyarakat. Informasi palsu
bagaikan virus yang menginfeksi internet, menyesatkan publik, dan menciptakan
kebingungan. Propaganda bagaikan senjata yang digunakan untuk memanipulasi opini publik
dan menanamkan ideologi tertentu. Tantangan-tantangan ini menuntut adaptasi dan inovasi
dalam mekanisme penegakan HAM. Regulasi baru perlu dirumuskan untuk mengatur
platform digital dan menindak tegas pelanggaran HAM di dunia online. Mekanisme
penegakan HAM pun perlu diadaptasi dengan teknologi baru, seperti pemanfaatan
kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran ujaran kebencian dan
informasi palsu. Namun, di balik tantangannya, era digital juga membuka peluang baru untuk
memperkuat perlindungan HAM. Kampanye edukasi HAM dapat dilakukan secara online,
menjangkau khalayak yang lebih luas. Teknologi dapat digunakan untuk mendokumentasikan
pelanggaran HAM dan membantu korban mendapatkan keadilan. Komunitas online dapat
menjadi wadah untuk membangun solidaritas dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia.
Dengan regulasi yang tepat, edukasi yang berkelanjutan, dan pemanfaatan teknologi yang
bertanggung jawab, era digital dapat menjadi era baru bagi perlindungan HAM. Kebebasan
berekspresi di dunia digital dapat dilindungi, ujaran kebencian dan informasi palsu dapat
ditekan, dan hak-hak asasi manusia dapat ditegakkan secara lebih efektif. Kerjasama dan
komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil,
dan individu, menjadi kunci untuk mewujudkan era digital yang bebas dari pelanggaran
HAM dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia bagi semua. Internet telah merevolusi
cara manusia beraktivitas, termasuk dalam bisnis, industri, dan transportasi. Aktivitas yang
dulunya dilakukan secara fisik, seperti berbelanja di toko, memesan makanan di restoran,
atau bepergian menggunakan taksi, kini beralih ke platform online yang dikenal dengan
istilah e-commerce. Perubahan ini membawa dampak yang signifikan di berbagai sektor,
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membuka peluang baru, dan menghadirkan tantangan yang perlu dihadapi. E-commerce
bukan hanya tren sesaat, tetapi sebuah transformasi fundamental yang akan terus berkembang
dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia di masa depan (Ilmih, 2020).

Perbedaan budaya dan nilai menjadi hambatan dalam menegakkan HAM universal.
Norma dan tradisi di satu negara mungkin bertentangan dengan prinsip HAM. Contohnya,
mutilasi alat kelamin perempuan di Afrika dan pernikahan anak di bawah umur.
Kesalahpahaman budaya juga menghambat penegakan HAM. Negara maju yang ingin
menegakkan standar HAM di negara berkembang mungkin dianggap memaksakan nilai
asing. Dialog intercultural, edukasi HAM yang sensitif budaya, dan kerjasama konstruktif
diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Setiap bangsa dapat berkontribusi dalam
membangun dunia yang lebih adil dan inklusif, di mana HAM dihormati dan dilindungi untuk
semua. Penguatan kerjasama internasional, edukasi HAM vyang berkelanjutan, dan
pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab menjadi kunci untuk melangkah maju.
Kesimpulanya, era globalisasi menghadirkan tantangan baru sekaligus peluang untuk
memperkuat perlindungan HAM. Dengan memahami hambatan dan tantangan yang ada, serta
merumuskan strategi yang tepat, tembok perlindungan HAM vyang lebih kokoh dapat
dibangun dan dunia yang lebih adil dan inklusif bagi semua dapat terwujud.

Upaya Edukasi dan Kampanye Pencegahan Kejahatan Lintas Negara dapat
Ditingkatkan untuk Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.

Kejahatan lintas negara, atau dikenal dengan transnasional crime, telah menjadi
momok menakutkan bagi banyak negara di dunia. Dampak negatifnya merambah berbagai
aspek kehidupan, mulai dari eksploitasi manusia yang berlebihan hingga memperparah
masalah kemiskinan dan memicu konflik berkepanjangan. Melihat kompleksitasnya,
kejahatan transnasional tidak lagi bisa dianggap sebagai masalah individual negara,
melainkan sebuah isu global yang membutuhkan penanganan bersama. Diperlukan upaya
kolektif dan terstruktur dari komunitas internasional untuk memerangi kejahatan ini (limih,
2017).

Kejahatan lintas negara bagaikan benalu yang menggerogoti fondasi keamanan dan
stabilitas global. Kejahatan lintas negara memiliki beragam bentuk dan kompleksitas yang
tinggi. Penyebab utama dari fenomena ini adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan
manusia, kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang pesat, serta situasi
ekonomi dan politik global yang tidak stabil (Rumadan, 2021). Perdagangan manusia
merenggut kebebasan dan martabat individu, menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran

eksploitasi dan perbudakan modern. Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang menjadi
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ancaman serius dan bersama adalah kejahatan narkoba yang memiliki keterkaitan dengan
pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatism (Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia, 2015). Penyelundupan narkoba dan terorisme, dua contoh kejahatan lintas negara,
merusak kesehatan masyarakat, memicu kriminalitas, dan mengancam nyawa. Jaring-jaring
kejahatan ini menembus batas negara, menuntut kerjasama global dan komitmen masyarakat.
Penegakan hukum saja tidak cukup. Kita perlu membangun benteng pertahanan dari hulu
melalui edukasi dan partisipasi masyarakat. Edukasi tentang bahaya kejahatan lintas negara
harus digalakkan di sekolah, komunitas, dan media massa. Masyarakat perlu diberdayakan
untuk mengenali modus operandinya, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan melindungi
diri. Organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal juga memiliki peran penting dalam
upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Mereka dapat bekerja sama dengan
pemerintah dan penegak hukum untuk mengembangkan program edukasi, memberikan
dukungan kepada korban, dan membangun jaringan informasi di tingkat komunitas. Edukasi
dan kampanye pencegahan kejahatan lintas negara adalah kunci untuk membuka gerbang
kesadaran dan partisipasi masyarakat. Berbagai platform edukasi, seperti integrasi materi ke
dalam kurikulum sekolah, seminar, workshop, dan pertunjukan seni, dapat digunakan untuk
menyebarkan pesan pencegahan. Media massa juga dapat dimanfaatkan melalui iklan layanan
masyarakat, artikel, dan program edukasi. Kampanye ini bukan hanya tugas pemerintah,
tetapi tanggung jawab bersama. Kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari
pemerintah, organisasi non-pemerintah, hingga masyarakat sipil, sangatlah penting.
Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan regulator, sedangkan organisasi non-
pemerintah dan masyarakat sipil dapat berperan sebagai pelaksana dan inovator. Kreativitas
adalah kunci utama dalam menyampaikan pesan pencegahan. Poster yang penuh warna,
video yang dramatis, dan konten media sosial yang interaktif dapat menjadi pilihan yang
tepat. Dengan edukasi, partisipasi, dan kerjasama yang kuat, kita dapat membangun benteng
pertahanan yang kokoh untuk melawan kejahatan lintas negara. Masa depan yang aman dan
sejahtera bagi semua manusia bergantung pada komitmen dan tindakan kolektif kita hari ini.
Upaya edukasi dan kampanye pencegahan kejahatan lintas negara bagaikan palet
penuh warna, siap melukiskan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memerangi
kejahatan ini. Berbagai platform edukasi dapat dimaksimalkan, mulai dari mengintegrasikan
materi tentang kejahatan lintas negara ke dalam kurikulum sekolah, mengadakan seminar dan
workshop untuk pelajar, hingga melibatkan pelajar dalam kegiatan pencegahan. Kampanye
pencegahan pun dapat didesain dengan kreatif dan inovatif, menjangkau komunitas melalui
kegiatan penyuluhan, edukasi, dan pertunjukan seni yang mengangkat tema pencegahan
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kejahatan lintas negara. Media massa, seperti televisi, radio, dan internet, juga dapat
dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan pencegahan melalui iklan layanan masyarakat,
artikel, dan program edukasi yang informatif dan menarik. Kolaborasi dengan organisasi non-
pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci penting dalam memperkuat kampanye
pencegahan ini. Organisasi-organisasi ini dapat bekerja sama dengan pemerintah dan penegak
hukum untuk mengembangkan program edukasi dan kampanye yang sesuai dengan konteks
lokal dan kebutuhan masyarakat. Dengan menggabungkan edukasi dan kampanye
pencegahan, kita dapat membangun benteng pertahanan yang kokoh untuk melawan
kejahatan lintas negara. Kesadaran masyarakat yang meningkat dan partisipasi aktif dalam
upaya pencegahan akan menjadi kekuatan yang dahsyat dalam menciptakan dunia yang lebih
aman dan sejahtera bagi semua.

Upaya edukasi dan kampanye pencegahan kejahatan lintas negara ini diharapkan
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan ini dan mendorong
mereka untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahannya. Dengan demikian, partisipasi
masyarakat dapat memperkuat upaya penegak hukum dan membantu menciptakan
lingkungan yang lebih aman bagi semua. Penting untuk diingat bahwa edukasi dan kampanye
pencegahan kejahatan lintas negara bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi masalah ini.
Upaya pencegahan ini perlu diiringi dengan penegakan hukum yang tegas, kerjasama antar

negara, dan peningkatan kapasitas institusi terkait.

KESIMPULAN

Ketidaksetaraan global menjadi hambatan dalam penegakan Hak Asasi Manusia
(HAM), terutama karena negara-negara kuat cenderung mengekang HAM demi kepentingan
politik dan ekonomi mereka. Selain itu, perbedaan budaya dan nilai juga menjadi tantangan
dalam menegakkan HAM secara universal. Teknologi juga membawa dampak ganda
terhadap HAM, di mana kebebasan berekspresi di dunia digital dapat disalahgunakan untuk
menyebarkan ujaran kebencian dan informasi palsu. Oleh karena itu, penting untuk
memperluas pemahaman tentang politik hukum, memastikan hukum sejalan dengan nilai-
nilai keadilan, dan mengadaptasi mekanisme penegakan HAM dengan regulasi baru di era
digital.

Kejahatan lintas negara memiliki dampak negatif yang merambah berbagai aspek
kehidupan, tidak bisa dianggap sebagai masalah individual negara, dan kompleksitasnya

dipengaruhi oleh globalisasi, migrasi, dan kemajuan teknologi. Upaya pencegahan

33



Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia
Di Era Kejahatan Lintas Negara

memerlukan kolaborasi global, penegakan hukum tegas, edukasi masyarakat, dan partisipasi

aktif untuk membangun pertahanan yang kokoh.

SARAN

Untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di era kejahatan lintas negara,
sejumlah langkah konkret perlu diimplementasikan. Pertama, kerjasama internasional harus
diperkuat. Pemerintah dan organisasi internasional perlu bekerja bersama untuk
mengembangkan kerangka hukum yang efektif dan memperkuat mekanisme ekstradisi untuk
menangani pelaku kejahatan lintas negara. Selain itu, kolaborasi antara negara dapat
membantu berbagi informasi dan sumber daya untuk melacak dan menangkap pelaku
kejahatan yang beroperasi di banyak negara. Kedua, penegakan hukum harus ditingkatkan
dengan memfokuskan pada pelatihan dan sumber daya bagi aparat penegak hukum. Dalam
konteks ini, penting untuk memberikan pelatihan khusus tentang kejahatan lintas negara,
termasuk metode penyelidikan dan teknologi terbaru. Penggunaan teknologi seperti analisis
data besar dan kecerdasan buatan dapat membantu dalam mendeteksi pola kejahatan dan
merespons dengan cepat terhadap ancaman yang muncul. Ketiga, pendidikan dan kesadaran
publik harus ditingkatkan. Program pendidikan tentang hak asasi manusia dan ancaman dari
kejahatan lintas negara harus diperkenalkan di sekolah dan masyarakat. Kampanye kesadaran
publik juga harus dilakukan untuk mencegah orang menjadi korban dan meningkatkan
kesadaran tentang bagaimana melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Hanya dengan
kerjasama dan tindakan yang efektif, kita dapat membangun tembok perlindungan yang kuat

untuk hak asasi manusia di era kejahatan lintas negara ini.
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